


BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pajak memiliki peran fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk indonesia. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak berperan vital dalam pembiayaan berbagai program dan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023).
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, peran pajak dalam pembangunan semakin ditekankan untuk membangun kemandirian fiskal.Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan.Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan internal, termasuk pajak, untuk mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan eksternal seperti pinjaman luar negeri (Gunadi, 2017).
Dalam konteks perpajakan Indonesia, kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan krusial, terutama sejak diterapkannya self assessment system melalui reformasi perpajakan tahun 1983.Sistem ini menggantikan official assessmentsystem yang sebelumnya berlaku.Self assessment system memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sementara otoritas pajak berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum (Mardiasmo, 2023). Sistem ini umumnya diterapkan untuk jenis pajak penghasilan (PPh) dan membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak untuk efektivitasnya.
Namun Di Indonesia, meskipun konsep self assessment telah diperkenalkan, implementasinya masih menghadapi tantangan khusus. Beberapa faktor seperti budaya kepatuhan pajak yang masih rendah, tingkat literasi keuangan yang terbatas di kalangan wajib pajak, serta tantangan teknis dalam pemrosesan data dan pengawasan, masih terdapat ruang perbaikan yang luas dalam memaksimalkan efektivitas sistem self assessment.Oleh karena itu, dalam mengadopsi sistem self assessment, Indonesia perlu memperhatikan pengembangan strategi yang memperkuat kesadaran pajak masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengolahan data dan pengawasan secara efektif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia dapat meningkatkan keberhasilan implementasi sistem self assessment dalam administrasi perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi secara keseluruhan.(pajak.go.id)
Salah satu fungsi pajak adalah Sumber Keuangan Negara (budgetair).Dimana pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi,2019). Biaya tersebut dapat dibiayai dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan salah satu jenis pajak langsung. Pembayaran atau beban PPh tidak bisa dialihkan ke orang lain, sehingga PPh menjadi komponen utama penerimaan negara yang setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi perpajakan di wilayahnya, termasuk melayani Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data dari KPP Pratama Lubuk Pakam menunjukkan perkembangan dalam penggunaan e-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan WPOP dari tahun 2020 hingga 2023.
Tabel 1.1 menyajikan data pelaporan SPT Tahunan WPOP menggunakan e-Filing di KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2020 hingga 2023:
Tabel 1.1
Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP dengan Menggunakan e-Filling pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2020-2023
	No
	Tahun
Pelaporan
	WPOP yang
Terdaftar
	SPT Tahunan Masuk
	SPT Tahunan yang tidak Masuk
	%
Kepatuhan
	Target
Kepatuhan

	1
	2020
	72.459
	50.934
	21.525
	70,29 %
	95,63 %

	2
	2021
	81.079
	76.392
	4.687
	94,21 %
	95,30 %

	3
	2022
	96.676
	81.539
	15.137
	84,34  %
	101,49 %

	4
	2023
	125.325
	100.495
	24.830
	80,20%
	102,8 %


Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam,data diolah 2024
Tabel di atas dapat di lihat bahwa persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(WPOP)dari tahun 2020 s/d 2023 (SPT Tahunan 2020 s/d 2023). Menunjukkan bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan hanya mencapai 70,29%, jauh di bawah target 95,63%, yang disebabkan oleh disrupsi ekonomi akibat pandemi Covid-19 Banyak wajib pajak menghadapi kesulitan finansial dan operasional pada periode tersebut. Pada tahun 2021, kepatuhan meningkat tajam menjadi 94,21%, mendekati target 95,30%, didukung oleh pemulihan ekonomi, adaptasi terhadap "new normal", serta program sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam. Namun, pada tahun 2022, kepatuhan kembali menurun menjadi 84,34%, meskipun jumlah SPT yang masuk meningkat hingga 81.539. Target yang ditetapkan sebesar 101,49% terlalu tinggi dan tidak tercapai. Pada tahun 2023,jumlah wajib pajak yang terdaftar melonjak hingga 125.325 dan jumlah SPT Tahunan yang masuk sebanyak 100.495 . Namun, presentase kepatuhan kembali menurun menjadi 80,20% jauh dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 102,8 %.
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak.Mardiasmo (2023) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini mencakup aspek formal dan material, termasuk ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta keakuratan dalam penghitungan dan pelaporan pajak terutang
	Resmi (2019) menekankan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.Salah satu faktor internal adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Penelitian oleh Gabriella & Frederica ( 2024)menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
	Selain pemahaman Wajib Pajak, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Mardiasmo (2023) menegaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Studi yang dilakukan oleh  Rahayu et al.( 2017) mengonfirmasi bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	Dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah Indonesia telah menginisiasi penerapan Single IdentityNumber (SIN) dalam UU KUP, UU No. 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh  Resmi (2019), bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi potensi penghindaran pajak(Direktorat Jenderal Pajak, 2022).
	Meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan, Single IdentityNumber(SIN) diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai nomor identitas yang ada, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nomor identitas lainnya. (Uswatun, 2024)mengemukakan bahwa integrasi data melalui Single IdentityNumber(SIN )berpotensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan memberikan dampak positif pada sistem perpajakan indonesia kedepannya.
	Meskipun demikian, penelitian mengenai dampak Single IdentityNumber(SIN) terhadap kepatuhan Wajib Pajak, khususnya di tingkat KPP Pratama, masih terbatas. Studi awal(Septiyani & Sitompul, 2022)di salah satu KPP Pratama Telanaipura Jambibahwa Single Identity Number memiliki dampak terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang langsungpeningkatan kepatuhan sebesar 45% setelah uji coba sistem terintegrasi, namun hasil ini belum dapat digeneralisasi.
	Widianto(2019)mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi Single IdentityNumber(SIN), meliputi masalah formulasi penomoran terkait banyaknya digit dan kode penomoran yang mengakomodir seluruh penomoran yang ada di berbagai instansi pemerintah sehingga untuk mengakomodir masalahtersebut, secara teknis kajian ini mengusulkan rekomendasi penomoran Single IdentityNumber (SIN) dengan mencakup 3 (tiga) poin penting yaitu penambahan digit “Jenis Penduduk” untuk mengakomodir identitas usaha Badan/Orang asing, formula khas pada 6 digit terakhir serta pemangkasan digit “kode wilayah”. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan Single IdentityNumber(SIN) bukan hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya.
	Mengingat kompleksitas dan potensi dampak Single IdentityNumber(SIN) terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan. Studi komprehensif mengenai hubungan antara penerapan Single IdentityNumber(SIN) dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama, seperti Lubuk Pakam, yang akan memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.
Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak telah memadankan NIK sebagai NPWP.
	Tahun
	WP OP Valid NIK menjadi NPWP
	WP Badan Valid NIK menjadi NPWP

	2024
	18.872
	1.341


Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam ,2024
	Tabel di atas dapat di lihat bahwa  pada tahun 2024, sebanyak 18.872 WPOP telah memadankan NIK menjadi NPWP yang menunjukkan kepatuhan yang cukup baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sementara itu, hanya 1.341 WP Badan yang melakukan validasi NIK menjadi NPWP, menandakan masih adanya tantangan dalam proses pemadanan untuk entitas bisnis.
Penelitian ini replikasi dari penelitian(Art Trianti Dodih & Halimatusadiah, 
2023)yang meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Persamaanya terletak pada variabel yang digunakan yaitu pemahaman perpajakan dan Penerapan sanksi pajak. Adapun perbedaanya pada variabel ini yaitu waktu dan lokasi penelitian yang berbeda,metode pengumpulan data dan penambahan variabel Single Identity NumberSeptiyani& Sitompul, (2022),
Mengacu pada uraian diatas, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi krusial karena ketidakpatuhan dapat mendorong praktik penghindaran dan penggelapan pajak, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.Analisis mendalam diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah tersebut
Berdasarkan latar belakang di atas,peneliti tertarikuntuk melakukan penelitiandan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: “ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN SINGLE IDENTITY NUMBER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM .
1.2 Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah Wajib pajak Orang pribadi setiap tahun selalu meningkat namun jumlah yang melaporkan SPT Tahunan cenderung rendah dari target dengan rata-rata 82,26 %.
2. pemahaman tentang self assessment system selama ini belum dapat diserap dengan baik dan masih menghadapi tantangan khusus.
3. Implementasi Single Identity Number belum sepenuhnya dipahami dan terdapat tantangan  dalam sistem integrasi.
1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian lebih fokus dan tidak melebar.Penelitian ini hanya meneliti pemahaman Wajib Pajak,sanksi perpajakan ,single identity number sebagai variabel yang berpontensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadidi KPP Pratama Lubuk Pakam yang terdaftar pada tahun 2023.
1.4 Rumusan Masalah
1. Apakahpemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajakorang pribadidi KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Apakah sanksi perpajakanberpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajakorang pribadidi KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Apakah Single Identity Number berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam ?
4. Apakah  pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan single identity number berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk  Pakam ?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penilitian ini ialah :
1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Untuk menganalisispengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Untuk menganalisis pengaruh Single Identity Numberterhadap kepatuhan Wajib Pajakorang pribadi diKPP Pratama Lubuk Pakam?
4. Untuk menganalisis pemahaman Wajib Pajak,sanksi perpajakan dan single identity number berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk  Pakam ?
1.6 Manfaat Penelitian
2.1.1 
2.2.1 
2.3.1 
2.4.1 
2.5.1 
1.6.1    Bagi Penulis
Peneliti dapat menerapakan teori-teori yang telah diterimadari matakuliah manajemen pajak  dan menambah wawasan peneliti mengenai pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan single identity numberterhadap kepatuhan pajakorang pribadi.
1.6.2    Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan masukan tentang pentingnya menyelesaikan suatu masalah yang ada kaitannya langsung dengan variabel yang sedang diteliti terkait pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan single identity numberterhadap kepatuhan pajakorang pribadi.
1.6.3 BagiPeneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi tambahan  dan sebagai perbandingan bagi peneliti lain dalam hal pemahaman wajib pajak,sanksi perpajakan dan single identity number terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.
1.6.4 BagiUniversitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
[bookmark: _GoBack]Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk  memperluas pengetahuan dan wawasan tentangpemahaman Wajib Pajak,sanksi perpajakan dan single identity number terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebagai sumbangan pustaka bagi perpustakan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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